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TENTANG
KONSULTAN KEIMIGRASIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa negara bertanggung jawab atas penyediaan
fasilitas pelayanan umum yang layak, termasuk dalam
penyelenggaraan layanan keimigrasian bagi warga negara
dan penduduk Indonesia;

b. bahwa keberadaan penyedia jasa konsultasi dan bantuan
bagi pemohon layanan keimigrasian yang tidak
profesional dan akuntabel telah merugikan pemohon
layanan keimigrasian,;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta untuk
memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan
layanan keimigrasian, perlu menetapkan Peraturan
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang

Konsultan Keimigrasian;

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang

Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik
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Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang
Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5216);

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta
Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6573);

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2013 Nomor 68, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5049) sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 48 Tahun 2021 tentang Perubahan
Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013
tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6660);
Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 tentang
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 84);
Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 1473) sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak
Asasi Manusia Nomor 24 Tahun 2018 tentang Perubahan
Ketiga atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi
Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 1135);
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MEMUTUSKAN:

PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
TENTANG KONSULTAN KEIMIGRASIAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:

1.

Keimigrasian adalah hal ihwal lalu lintas orang yang
masuk atau keluar Wilayah Indonesia serta
pengawasannya dalam rangka menjaga tegaknya
kedaulatan negara.

Wilayah Negara Republik Indonesia yang selanjutnya
disebut Wilayah Indonesia adalah seluruh wilayah
Indonesia serta zona tertentu yang ditetapkan
berdasarkan undang-undang.

Layanan Keimigrasian adalah layanan pemerintah di
bidang Keimigrasian yang meliputi layanan Visa, Paspor,
Izin Tinggal, dan Dokumen Keimigrasian lain.

Dokumen Keimigrasian adalah Dokumen Perjalanan
Republik Indonesia dan Izin Tinggal yang dikeluarkan
oleh Pejabat Imigrasi atau pejabat dinas luar negeri.
Paspor Republik Indonesia yang selanjutnya disebut
Paspor adalah dokumen yang dikeluarkan oleh
Pemerintah Republik Indonesia kepada warga negara
Indonesia untuk melakukan perjalanan antarnegara yang
berlaku selama jangka waktu tertentu.

Visa Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Visa
adalah keterangan tertulis, baik secara manual maupun
elektronik yang diberikan oleh pejabat yang berwenang
untuk melakukan perjalanan ke Wilayah Indonesia dan
menjadi dasar untuk pemberian lzin Tinggal.

Izin Tinggal adalah izin yang diberikan kepada Orang
Asing oleh Pejabat Imigrasi atau pejabat dinas luar negeri
baik secara manual maupun elektronik untuk berada di

Wilayah Indonesia.
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10.

11.

12.

13.
14.

15.

16.

17.

18.

(1)

Orang Asing adalah orang yang bukan warga negara
Indonesia.

Penjamin adalah perorangan atau korporasi yang
bertanggung jawab atas keberadaan dan kegiatan Orang
Asing selama berada di Wilayah Indonesia.

Konsultan Keimigrasian adalah orang yang memberi
pelayanan jasa keimigrasian yang telah mengikuti
pelatihan pelaksana jasa keimigrasian dan dinyatakan
lulus.

Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disingkat NIB
adalah bukti registrasi/pendaftaran pelaku usaha untuk
melakukan kegiatan usaha dan sebagai identitas bagi
pelaku usaha dalam pelaksanaan kegiatan usahanya.
Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.
Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Imigrasi.
Pejabat Imigrasi adalah pegawai yang telah melalui
pendidikan khusus Keimigrasian dan memiliki keahlian
teknis Keimigrasian serta memiliki wewenang untuk
melaksanakan tugas dan tanggung jawab berdasarkan
Undang-Undang mengenai Keimigrasian.

Kementerian adalah Kementerian Hukum dan Hak Asasi
Manusia.

Kantor Wilayah adalah Kantor Wilayah Kementerian
Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Kantor Imigrasi adalah kantor imigrasi di daerah
kabupaten, kota atau kecamatan.

Rumah Detensi Imigrasi adalah unit pelaksana teknis
yang menjalankan fungsi Keimigrasian sebagai tempat
penampungan sementara bagi Orang Asing yang dikenai

tindakan administratif keimigrasian.

BAB II
TATA KERJA KONSULTAN KEIMIGRASIAN

Pasal 2

Konsultan Keimigrasian menyediakan jasa konsultasi
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dan pemberian bantuan bagi pemohon Layanan
Keimigrasian.

Pemohon Layanan Keimigrasian sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) terdiri atas:

a. warga negara Indonesia;

b. Orang Asing; dan

c. Penjamin.

Layanan Keimigrasian yang dilakukan oleh Konsultan
Keimigrasian dilaksanakan berdasarkan kuasa dari

pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 3
Untuk dapat menyediakan jasa konsultasi dan
memberikan bantuan bagi pemohon Layanan
Keimigrasian, Konsultan Keimigrasian harus diwadahi
dalam kantor Konsultan Keimigrasian.
Kantor Konsultan Keimigrasian sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) berbentuk:

perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia;

b. kantor hukum;

c. biro perjalanan wisata;

d. Dbiro perjalanan ibadah umroh dan haji khusus;
e. agen perjalanan wisata;

f.  agen perjalanan ibadah umroh dan haji khusus;
g. jasa impresariat/promotor; atau

h. biro perjalanan lainnya.

Kantor Konsultan Keimigrasian sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) harus memenuhi syarat:

a. berbadan hukum;

b. terdaftar di Kementerian; dan

c. memiliki sarana dan prasarana.

Kepemilikan sarana dan prasarana kantor Konsultan
Keimigrasian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling
sedikit terdiri atas:

a. ruang kerja;

b. bagan/struktur organisasi kantor Konsultan

Keimigrasian,;



